BAB Il
PENUTUP
A.  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca
yang membuang limbah kaca tanpa izin di Kabupaten Gianyar oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar dilakukan dengan
terjun langsung ke lapangan dengan melakukan sidak gabungan
bersama Desa Adat, kelurahan setempat, Satpol PP, Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Gianyar, hingga pihak TNI/Polri dan juga
melakukan pembinaan mengenai pengelolaan limbah. Selain itu,
penegakan hukum oleh pihak desa setempat adalah dengan
melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama
para pelaku usaha mengenai peraturan dan sanksi yang akan diterima
oleh pelaku pembuangan limbah yang melibatkan Dinas Lingkungan
Hidup, namun penegakan hukum yang dilakukan ini masih kurang
efektif karena hanya dilakukan dengan melakukan sidak gabungan
saja, akan lebih efektif apabila pihak Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gianyar membentuk tim pengawas lingkungan hidup
dalam menanggapi kasus pembuangan limbah kaca khususnya oleh

pabrik pengrajin kaca yang ada di Kabupaten Gianyar.
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2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap
pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah tanpa izin di
Kabupaten Gianyar adalah sulitnya melakukan pemanggilan
terhadap pelaku pembuangan limbah, rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup, budaya
hukum yang masih buruk, masih banyak pelaku usaha yang tidak
memiliki izin usaha sehingga sulit untuk dilakukan pengelolaan
lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta kurangnya antusias
masyarakat dalam mengikuti penyuluhan mengenai pentingnya
pengelolaan limbah maupun mengenai hal yang berkaitan dengan

lingkungan hidup sehingga pemahamannya kurang.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, adapun saran yang dapat
disampaikan adalah:
1. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum pengenai pembuangan
limbah kaca tanpa izin, disarankan bagi pemerintah setempat di
Kabupaten Gianyar melalui badan-badan yang terkait lebih tegas
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, terutama
memastikan bahwa para pelaku usaha sudah memenuhi izin usaha
sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup akan lebih mudah dalam

melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
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2. Disarankan juga bagi pihak Desa Mas Ubud untuk melaksanakan
penyuluhan dan sosialisasi yang lebih efektif dan berkala, serta
diadakan Kkerja bakti rutin bersama warga masyarakat untuk
meningkatkan kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkung,
sehingga semakin sering dan intensif dilakukan maka kesadaran
masyarakat akan semakin bertambah mengenai bahayanya limbah

bagi kelestarian lingkungan hidup.
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